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Kelengkapan Kendaraan di Pengadilan Negeri Maros.
Dalam penulisan ini penulis membahas masalah Efektifitas Putusan Sanksi
Pidana terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan di Pengadilan Negeri Maros.
Penulisan ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang
peraturan lalu lintas yang ada. Sehingga perlu di ketahui faktor-faktor penyebab
terjadinya pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas yang
ada di Maros dan keefektifan penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap pelanggaran
kelengkapan kendaraan dalam berlalu lintas di Pengadilan Negeri Maros.
Metode yang di pakai dalam penulisan ini adalah pengumpulan data dilakukan
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh
dari hasil penelitian di lapangan ataupun studi pustaka akan dianalisis dengan
menggunakan studi analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis
kualitatif untuk mengetahui tanggapan para pihak yang terlibat dalam Efektifitas
Putusan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan di Pengadilan
Negeri Maros.
Dari hasil pengamatan dan penelitian di Pengadilan Negeri Maros, Faktor-
faktor penyebab terjadinya pelanggaran kelengkapan kendaraan di Maros yaitu
karena kurangnya kesadaran dari masyarakat meski sudah tahu aturannya tapi tetap
saja bertindak sesuka hatinya dan mengabaikan aturan tersebut. Selanjutnya
keefektifan penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap pelanggaran kelengkapan
kendaraan di Pengadilan Negeri Maros masih belum efektif karena berdasarkan data
buku register pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri klas 1B Maros yang
menunjukkan makin tingginya jumlah berkas pelanggaran yang masuk tiap tahunnya





Lalu lintas mempunyai kedudukan yang vital dalam kehidupan
masyarakat. Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah
dalam tubuh manusia. Kesehatan manusia sangat tergantung dari kesempurnaan
saluran-saluran darah menunaikan fungsinya. Ketidak lancaran apalagi kemacetan
dalam peredaran darah akan menimbulkan berbagai penyakit. Demikian pula
halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan
mengindahkan faktor efisien menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat dan
negara. Akan tetapi sebaliknya lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta
tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat.
Melihat kenyataan yang ada sekarang ini penggunaan kendaraan di jalan
semakin meningkat. Dari sekian banyak kemungkinan yang diduga menjadi
penyebab utama munculnya berbagai masalah lalu lintas sekarang ini yaitu
kurangnya kesadaran terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, kecenderungan ini
semakin beralasan jika menyimak peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas dan
melonjaknya jumlah korban yang ditimbulkannya dari tahun ketahun kian
bertambah. Hal ini jelas saja memprihatinkan dan mencemaskan berbagai pihak
jika tidak segera diupayakan dengan seksama akan mengundang keresahan.
Perkembangan lalu lintas dari tahun ketahun akibat perkembangan modern
yang semakin pesat membawa konsekuensi-konsekuensi baik yang beraspek
positif maupun yang beraspek negatif.
2Perkembangan lalu lintas modern di suatu pihak akan memberikan
kemudahan-kemudahan masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan-
kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lain.
Namun, di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang semakin
kompleks, antara lain peningkatan pelanggaran-pelanggaran, kecelakaan-
kecelakaan, kemacetan-kemacetan lalu lintas dan kriminalitas yang berkaitan
dengan lalu lintas.
Disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum
dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti
perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum
masyarakat pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap tiap
individu dan bagaimana penerapannnya di jalan raya. Seperti halnya yang terjadi
di Kabupaten Maros, tingkat pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun kian
meningkat, pelanggaran yang paling sering terjadi dalam lalu lintas adalah
pelanggaran kelengkapan kendaraan dalam berlalu lintas dikarenakan kurangnya
kesadaran akan pentingnya tetib berlalu lintas meski pihak aparat lalu lintas
Kabupaten Maros dalam wawancara prapenelitian telah menegaskan bahwa
pihaknya sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan
kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk mentaati peraturan lalu
lintas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan Pasal 1 angka 1, yaitu:
Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan,
3prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna
jalan, serta pengelolanya.1
Untuk menanggulangi pelanggaran kelengkapan kendaraan dalam berlalu
lintas dan masalah-masalah lalu lintas yang terjadi diharapkan kesadaran akan
pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas agar tidak meninbulkan kekacauan di






Dan bila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di
muka bumi, mereka menjawab: “sesungguhnya kami orang-orang yang
mengadakan perbaikan”.2
Berdasarkan ayat di atas dalam Al-Qur’an sudah jelas bahwa Allah
melarang umatnya untuk melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya
kerusakan di muka bumi sedangkan jika kurangnya kesadaran akan pentingnya
tertib dan mentaati undang-undang dalam berlalu lintas dapat menyebabkan
keresahan serta kerusakan di muka bumi seperti meningkatnya jumlah
pelanggaran khususnya pelanggaran kelengkapan kendaraan yang sering terjadi di
Kabupaten Maros bahkan akibatnya dapat menyebabkan timbulnya korban
kecelakaan lalu lintas.
1 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Lalu Lintas Angkutan Jalan (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
2012), h. 2.
2 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah Al-Qur’an, 2002), h. 113.
4Aparat penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan penguasaan
hukum dan ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku serta tunduk
kepadanya, selanjutnya menunjukkan sikap dan perilaku akan memberikan contoh
dan keteladanan untuk mentaati dan mematuhi serta akan mempengaruhi
masyarakat pemakai jalan lain agar dapat mengikuti hal-hal yang dapat
memudahkan taktik untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam
membantu pelaksanaan tugas-tugas aparat penegak hukum.
Usaha penegakan hukum lalu lintas di jalan raya, telah dilakukan dengan
cara yang sederhana namun intensif yaitu Tilang. Razia-razia lalu lintas diadakan
sebagai maksud sebagai tindakan kewaspadaan yang terus-menerus bagi pemakai
jalan tentang adanya bahaya yang timbul sewaktu-waktu, baik karena kelalaian
maupun pelanggaran-pelanggaran yang disengaja terhadap ketentuan perundang-
undangan lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas
tidak dapat berjalan dengan efektif karena kekurangan alat-alat peninjau yang
mutlak diperlukan. Perlengkapan sarana-sarana pelaksanaan tugas akan lebih
menjamin kemantapan pelaksanaan penindakan-penindakan terhadap pelanggar
lalu lintas. Bertitik tolak dari terlalu ringannya sanksi hukuman sebagai alat
deteren (untuk menakut-nakuti terhadap pelanggar lalu lintas), maka hal tersebut
kurang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penegakan
hukum lalu lintas secara timbal balik.3
Bilamana sanksi pidana tidak dijalankan dengan tegas sesuai tuntutan
undang-undang atau nominal denda/rupiahnya sangat rendah sementara di dalam
3 Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak
Hukum dan Lalu Lintas (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), h. 28.
5undang-undang harus membayar denda yang cukup tinggi atau dengan kata lain
tidak membayar denda sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan maka
menurut penulis akan besar kemungkinan pelanggar tidak mendapatkan efek jera
karena sanksinya dapat dibuat ringan oleh aparat dan apabila hal ini terjadi dapat
menurunkan pendapatan negara melalui sanksi pidana denda sehingga pendapatan
negara tidak akan maksimal.
Sanksi pidana denda merupakan salah satu pemasukan negara dalam
membangun dan  meningkatkan sebuah negara, dan sebagai warga negara yang
baik maka dengan seharusnya kita mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh
undang-undang yang berlaku, bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri tanpa
memikirkan kepentingan banyak orang.
Setelah mengetahui betapa pentingnya lalu lintas bagi masyarakat dan
negara, maka sudah seharusnyalah jika dengan segala daya dan upaya berusaha
untuk menghapuskan atau sedikit-dikitnya memperkecil sampai kepada tingkat
minimum segala rintangan berupa apapun yang masih terdapat di bidang lalu
lintas.  Jadi menurut penulis ada hubungan yang relevan dan kuat bila sanksi
pidana yang tidak tegas terhadap tertibnya berlalu lintas, sehingga sanksi pidana
tidak efektif  maka pada gilirannya pasti dapat menimbulkan kekacauan dalam
tertib berlalu lintas sekaligus pemasukan denda kepada negara akan maksimal.
Berdasarkan kajian tersebut akan dilakukan melalui suatu penelitian dalam
bentuk penyusunan skripsi dengan judul:
“Efektifitas Putusan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran
Kelengkapan Kendaraan di Pengadilan Negeri Maros.”
6B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diangkat
untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu masalah
pokok Efektifitas Putusan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Kelengkapan
Kendaraan di Pengadilan Negeri Maros, masalah pokok ini dijadikan kedalam sub
masalah sebagai berikut:
1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kelengkapan
kendaraan bermotor dalam  berlalu lintas yang ada di Maros ?
2. Keefektifan penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap pelanggaran
kelengkapan kendaraan di Pengadilan Negeri Maros pada tahun 2009-
2011 ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini,
penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai
tujuan:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran
kelengkapan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas yang ada di Maros.
2. Untuk mengetahui keefektifan penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap




7Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum
pada umumnya dan pada khusunya ilmu hukum tentang keefektifan
penjatuhan putusan sanksi denda terhadap pelanggaran kelengkapan
kendaraan.
2. Manfaat Praktis:
Bagi Pengadilan Negeri Maros menjadi bahan evaluasi dan intropeksi agar
lebih optimal dalam mengadili pelaku pelanggaan Lalu Lintas.
3. Bagi Masyarakat:
a. Agar masyarakat lebih menaati peraturan-peraturan yang berlaku di
Lalu Lintas.
b. Memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran Lalu Lintas.
E. Pengertian Judul dan Defenisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap
variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini
sebagai variabel:
Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sarana
yang telah ditentukan dalam setiap oganisasi. Sementara itu terdapat pengertian
lain, yaitu efektifitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan jumlah pekerjaan yang tepat pada waktunya.4
4 Http://othenkplanet/pengertiantentangefektifitas/13november2008/ diakses minggu, 23
September 2012.
8Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan
perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang di dasarkan pada
pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dangan hukum.
Sanksi adalah ancaman hukuman. Satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu
kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. Akibat suatu perbuatan atau suatu
reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.5
Pidana Denda adalah salah satu jenis pidana pada umumnya. Apabila
objek dari pidana penjara dan kurungan adalah kemerdekaan orang dan dan objek
pidana mati adalah jiwa orang maka objek dari pidana denda adalah harta benda si
terpidana. Apabila kita memperhatikan bunyi ketentuan KUHP maupun undang-
undang lain maka jelaslah bahwa harta benda yang dimaksud adalah dalam bentuk
uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik begerak maupun tidak
begerak.6
Lalu Lintas menurut kamus hukum, Lalu lintas adalah pergerakan
kendaraan, orang, dan hewan di jalan.7
Pelanggaran Lalu Litas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya
dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dijalan raya.8
Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaran yang bejalan di atas rel.
5 M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009),  h. 225.
6 Lokman Lobby, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda (Jakarta: BPHN
Dep.Keh.RI, 1992), h. 106.
7 M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 2009),  h. 396.
8 Ibid., h. 493.
9Jadi Efektifitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Kelengkapan
Kendaraan adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau pemamfaatan sumber
daya, sarana dan pasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan jumlah pekerjaan yang tepat waktu dalam
putusan ancaman hukuman tehadap harta benda si terpidana dalam pelanggaran-
pelanggaran yang khususnya pelanggaran kelengkapan yang dilakukan oleh
pengemudi kendaraan bermotor dijalan raya.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya
ilmiah dalam hal ini adalah penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan
untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi.
Skripsi ini terdiri dari sub-sub bab yang diuraikan secara terperinci dan
disusun secara hierarki. Sehingga yang satu dengan yang lainnya saling
berhubungan erat, serta uraian terdahulu dijabarkan uraian selanjutnya demikian
seterusnya sehingga merupakan satu rangkaian yang tidak terputus-putus sampai
kepada penyelesaian akhir. Lebih jelasnya sistematika penulisan sub-sub bab
sebagai berikut :
BAB I :  PENDAHULUAN
Dalam bab ini diterangkan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan sistematika
penulisan.
BAB II : KAJIAN PUSTAKA
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Dalam bab ini diterangkan uraian-uraian teoritis mengenai: pengertian
pelanggaran lalu lintas, defenisi hukum penegakan lalu lintas, jenis-jenis
sanksi pidana, proses penegakan hukum lalu lintas, petimbangan hakim
dalam mengambil keputusan berdasakan KUHAP, serta bentuk-bentuk dan
ketentuan pidana tentang pelanggaran kelengkapan kendaraan.
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini dibahas mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
BAB IV :  PEMBAHASAN
Bab ini membahas mengenai pelaksanaan penerapan putusan sanksi
pidana terhadap pelanggaran kelengkapan kendaraan di Pengadilan
Negeri Maros dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerapan
sanksi pidana terhadap pelanggaran kelengkapan kendaraan di Pengadilan
Negeri Maros, serta membahas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh penulis yang didapatkan dari hasil obsevasi, wawancara kepada
pihak-pihak Pengadilan Negeri Maros serta aknum-oknum di Polresta
Maros, serta pengumpulan data melalui buku register pada tahun 2009-
2011 di Pengadilan Negeri Maros
BAB V : PENUTUP
Bab ini merupakan rangkaian akhir dari skripsi ini, dimana isinya
merupakan rangkuman serta kesimpulan dari keseluruhan penelitian,
dimulai dari bab satu sampai dengan bab lima, dan berisi saran-saran dari
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penulis. Sebagai tambahan dicantumkan daftar kepustakaan dan lampiran-




A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas
Menurut KUHAP dalam Pasal 211, yang diperiksa menurut acara
pemeriksaan cepat ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan
lalu lintas jalan.
Perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksud dengan
“perkara pelanggaran tertentu” terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas
jalan, diperjelas dalam penjelasan KUHAP dalam Pasal 211 itu sendiri, yang
dirinci sebagai berikut :
1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi,
membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang
mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan
suat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda
uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan
menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan
orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
4. Tidak memenuhi ketentuan peratuan perundang-undangan lalu lintas
jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan,
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pemuatan kendaraan, dan syarat penggadungan dengan kendaraan
lain;
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi
plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dangan surat tanda
nomor kendaraan yang bersangkutan;
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur
lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-
rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan;
7. Pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan yang diizinkan,
cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat
dan membongkar barang;
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan
beropasi di jalan yang di tentukan.1
Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu
terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara
pemeriksaan lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.
B. Defenisi Hukum Penegakan Lalu Lintas
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada pasal 1 angka 2 yaitu : “Lalu
Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan”.2
1 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), h. 434.
2 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Lalu Lintas Angkutan Jalan (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
2012), h. 2.
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Dengan menegakan hukum lalu lintas diartikan tindakan dari polisi atau
jawatan lain yang mempunyai kekuasaan kepolisian di bidang lalu lintas jalan
untuk menjaga agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai
jalan. Dalam arti luasnya menegakan hukum meliputi semua aktivitas yang
berhubungan dengan patroli di jalan-jalan guna mengawasi lalu lintas.
Orang pada umumnya mempunyai tabiat baik dan tidak mau melanggar
Undang-Undang atau peraturan dikarenakan :
1. Mempunyai harga diri dan mempunyai perasaan malu kalau ditangkap
oleh polisi karena melanggar undang-undang atau peraturan;
2. Mempunyai tanggung jawab moral terhadap sesama manusia;
3. Takut untuk mendapat kecelakaan yang menimbulkan kerugian benda
apalagi luka-luka atau kematian seseorang;
4. Mempunyai adat kebiasaan yang baik di dalam mengemudikan
kendaraannya.
Akan tetapi walaupun demikian ada pula orang-orang tidak memiliki sifat-
sifat yang demikian dan terhadap golongan pemakai jalan inilah perlu diambil
tindakan agar mereka mentaati perundang-undangan lalu-lintas.
Orang sukar mengerti bahwa antara kecelakaan dan pelanggaran ada
hubungan yang erat. Kira-kira 95% dari kecelakaan lalu lintas dikarenakan
pemakai jalan melakukan pelanggaran. Karena itu maka tujuan dari penegakan
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hukum ialah untuk memperbaiki cara bergerak dari pemakai jalan sesuai dengan
peraturan dan kesopanan sehingga tidak terjadi kecelakaan atau kemacetan.3
C. Jenis-jenis Sanksi Pidana
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, jenis-jenis
pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP
yaitu pidana pokok yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana
kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan yang terdiri dari: pencabutan hak-
hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan
hakim. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, pidana
pokok tersebut di tambah dengan pidana tutupan.
Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak
pidana, yang paling tidak disukai adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu
pidana penjara atau pidana kurungan.4
Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan,
yaitu :
1. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan
perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan
terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya
mengenai barang-barang yang disita. Sehinggah pidana tambahan itu
ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
3 H.S. Djajoesman, Brigadir Jendral Polisi, Polisi Dan Lalu Lintas (Bandung, 1976), h.
132.
4 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan
(Jakarta, 2007), h. 6.
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2. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika Hakim yakin
mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak
harus tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal
250, pasal 261, dan pasal 275 KUHP yang besifat imperatif,
sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak
pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.
Dalam hal ini pidana denda diancam atau dijatuhkan terhadap delik-delik
ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula pidana
denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain
terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada
larangan jika denda itu secara suka rela dibayar oleh orang atas nama terpidana.
Menurut pasal 30 KUHP :
1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua ratus lima puluh rupiah.
2. Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka
diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya 1 hari
dan selama-lamanya 6 bulan.
4. Dalam putusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah
atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu 1 hari,
bagi denda yang lebih besar daripada itu, maka bagi tiap-tiap setengah
rupiah diganti tidak lebih dari 1 hari, dan bagi sisanya yang tidak
cukup setengah rupiah, lamanya pun 1 hari.
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5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan,
dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena berulang
melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam
pasal 52.
6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan.
Menurut pasal 31 KUHP, bagi terhukum dapat seketika menjalani
kurungan sebagai pengganti denda jika ia merasa bahwa tidak akan mampu
membayar dendanya. Seandainya sebagian dendanya dibayar dan sisanya tidak,
maka kurungan sebagai pengganti dikurangi secara seimbang.
Dalam menjatuhkan hukuman denda hendaknya disesuaikan dengan
kemampuan dan kekuatan ekonomi si pelanggar. Jika bagi si pelanggar ada tanda-
tanda insyaf dalam kesalahannya atau atas dasar pertimbangan hakim dalam hal-
hal yang dapat meringankan.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, mengenai
penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu
pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak
mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang
baik, dengan dengan perkataan lain menjadi orang baik.
Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai
pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan
melakukan kejahatan lagi dan mencegah umum yakni sebagai cermin bagi seluruh
anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.
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D. Proses Penegakan Hukum Lalu Lintas
Proses penegakan hukum dapat dibagi dalam 5 tingkatan ialah :
1. Menemukan pelanggaran
Polisi yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas harus melihat kepada
kesalahan-kesalahan yang nyata dari pemakai jalan, kendaraan maupun
perlengkapannya. Apa yang harus ditelitinya dan bagaimana menelitinya adalah
sangat penting bagi anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya.
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan pada pasal 264 yaitu Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan
dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menangkap pelanggar
Jika anggota polisi melihat suatu pelanggaran yang nyata, maka harus
segera diadakan tindakan yang cepat agar pelanggar tersebut tidak menimbulkan
bahaya atau menggangu pemakai jalan yang lain. Tindakan demikian ditujukan
pula untuk memperbaiki kesalahan dan menjaga agar kesalahan tidak terulang
lagi. Adapun tindakan dari polisi tergantung sifat dari pelanggaran dengan
mengingat keadaan. Terhadap yang bersalah dapat diberikan peringatan lisan atau
tertulis atau diajukan ke muka pengadilan.
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3. Penuntutan ke muka pengadilan
Para pelanggar yang diajukan ke muka pengadilan ialah untuk diperiksa
oleh hakim. Fungsi ini termasuk fungsi dari kehakiman akan tetapi tidak akan
dapat dilaksanakan jika tidak dengan bantuan dari polisi. Tata cara penindakan
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 267, pasal 268, serta pasal
269. Selain itu, diatur juga dalam KUHAP pasal 205 yang  menjelaskan tentang
acara pemeriksaan cepat yang biasanya dilaksanakan pada sidang pelanggaran lalu
lintas.
4. Putusan hakim
Jika pelanggar terdapat salah atau tidak bersalah maka hakim memberikan
putusan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Terlepas dari pada adanya sanksi, secara sadar atau tidak pada umumnya
orang mentaati hukum yang ada menurut Utrecht dalam bukunya R. Soeroso,
orang mentaati hukum, karena bermacam macam sebab:5
a. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan
sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan
berlakunya peraturan tersebut sebagai hukum.
b. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia
menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara nasional
(Rationeele Aanvaading). Penerimaan rasional ini sebagai akibat
5 Said Sampara, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media), 2009, h.
49.
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adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran
orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena
melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
c. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak
orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau
bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru di rasakan dan di
fikirkan apabila mereka telah melanggar dan di rasakan akibat
pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum
apabila luas kepentingannya di batasi oleh peraturan hukum yang
ada.
d. Karena adanya perkara atau sanksi sosial. Orang merasa malu atau
khawatir di tuduh sebagai orang yang asosial apabila orang
melanggar sesuatu kaidah sosial hukum.
Seorang hakim seyogyanya adalah orang yang memiliki wawasan ilmu
dan pengetahuan yang cukup luas, bukan sekedar menguasai peratuan-peratuan
hukum yang tertuang dalam berbagai perundang-undangan, melainkan juga
menguasai ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi dan lain lain.6
Agar dapat menjadi hakim yang bekualitas dan memberikan putusan yang
seadil-adilnya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas
tersebut, karena keadilan adalah keutamaan yang khas manusiawi artinya dengan
6 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Jakarta: PT. Toko Gunung Tbk, 2002), h. 140.
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sadar, tahu dan mau menghormati, menghargai, melindungi, mengakui hak-hak
manusia lain dan alam semesta.7
5. Hukuman
Sebagai akibat dari kesalahannya maka pelanggar mendapat hukuman. Ini
dapat diartikan sebagai tindakan koreksi dari penegakan hukum atas kesalahan
yang diperbuat oleh pemakai jalan karena melanggar perundang-undangan lalu-
lintas jalan.
Dari apa yang diuraikan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa
di dalam usaha penegakan hukum menyangkut dua badan yang penting ialah
kepolisian dan kehakiman. Karena itu maka dua-duanya harus mempunyai
pengertian atas persoalan-persoalan yang dihadapi untuk mendapatkan efek yang
sebesar-besarnya. Tujuan yang utama dari penegakan hukum ialah untuk
menanamkan rasa takut kepada para pemakai jalan untuk melanggar atau
mempunyai maksud untuk melanggar peraturan-peraturan lalu lintas.
Guna menanamkan rasa takut untuk membuat pelanggaran maka kita harus
mengusahakan agar tiap pemakai jalan memiliki kepercayaan sebagai berikut :
a. Bahwa perundang-undangan lalu lintas adalah baik dan bermamfaat
bagi kelancaran dan keamanan lalu lintas.
b. Bahwa polisi akan betindak tegas terhadap tiap pelanggaran yang
diketahuinya.
7 Dominikus Rato, Filsafat Hukum (Surabaya: LaksBang Justitia, 2011), h. 98.
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c. Bahwa perkara-perkara lalu lintas segera diadili dan hukuman yang
diberikan oleh pengadilan adalah sesuai dengan sifat dari
pelanggaran.
E. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan berdasarkan KUHAP
Acara perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan jenis acara
pemeriksaan cepat yang kedua. Acara pemeriksaan ini diatur dalam Paragraf 2
Bagian Keenam Bab XVI, sehingga dapat dikatakan acara ini merupakan lanjutan
dari acara tindak pidana ringan. Namun demikian, sekalipun kedua acara
pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama, yakni bagian keenam, dan
sama-sama dikategorikan sebagai “acara pemeriksaan cepat”, antara keduanya
terdapat ciri dan perbedaaan yang khas, antara lain, pada acara pemeriksaan
pelanggaran lalu lintas jalan. Yang kedua dalam acara pemeriksaan ini terdakwa
“dapat diwakili”. Ketiga, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan
“di luar hadirnya terdakwa”, dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat
mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan
diberitahukan secara sah kepada terdakwa.8
Demikian sekedar gambaran perbedaan antara kedua jenis pemeriksaan
dengan acara cepat. Walaupun sama-sama disebut dan dimasukkan dalam
kelompok acara pemeriksaan cepat, tetapi antara yang satu dengan yang lain
saling mempunyai corak kekhususan sendiri. Persamaan yang dimiliki keduanya
hanya terletak pada poses pemeriksaan sama-sama dilaksanakan dalam sidang
8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009), h. 434.
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pengadilan secara cepat. Perkara yang diajukan pada hari itu harus diperiksa dan
diputus pada hari itu juga.
Pada asasnya pelimpahan acara pemeriksaan cepat dilakukan oleh
penyidik atas kuasa penuntut umum (Pasal 205 ayat (2) KUHAP) diatur dalam
Bab XVI Bagian Keenam (Pasal 205-216 KUHAP).9
1. Tidak Diperlukan Berita Acara Pemeriksaan
Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat
berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu
lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses
pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan :
a. Dibuat berupa catatan
Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan
oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini
yang biasa dalam praktek.
b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat :
 Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa, dan
 Sekaligus dalam catatan itu berisi pembeitahuan hari, tanggal,
jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdawa.
Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam,
dan tempat persidangan berarti pemberitahuan itu “tidak sah”. Dapat dipahami
penegasan Kapolri bahwa sebagaian besar petugas Polri yang bertugas di
lapangan masih bertaraf pendidikan SMA. Cuma jangan sampai alasan itu
9 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana Indonesia (Bandung:
PT.Citra Aditya Bakti, 2010), h. 59.
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membuat terdakwa kebingungan, karena tidak tahu ke mana menghadap
persidangan. Baru sesudah tanya kesana kemari dapat kepastian tempat
pemeriksaan sidang, tapi itu pun sudah beberapa hari tanggal persidangan sudah
lewat.
Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera
diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang
pertama berikutnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai
tedakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata
catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. Pengalaman ini pun
sering terjadi.
Disamping berita acara pemeriksaan penyidikan tidak diperlukan, juga
berita acara pemeriksaan sidang tidak diperlukan. Panitera dalam pemeriksaan
sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara
dan dakwaan maupun putusan cukup berupa catatan yang dibuat oleh panitera
dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut
pembuatannya dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b.
2. Terdakwa dapat Menunjuk Wakilnya
Berdasar Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk
mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini seolah-
olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses
pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang bercorak perdata dalam
pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum,
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perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam
pemeriksaan yang bercorak keperdataan.
Dengan ketentuan Pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili
menghadap dan menghadiri sidang, berarti
a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di
sidang pengadilan. Hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan
juga merupakan pengecualian tehadap asas in absentia.
b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau
terdakwa tidak menghadap sendiri secara in person, ia dapat
menunjuk seorang wakil yang menggantikannya menghadap
pemeriksaan sidang pengadilan.
c. Menunjuk wakil dengan surat. Pasal 213 secara tegas menentukan
bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat
tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya
dilakukan berupa “surat”. Dan sekalipun undang-undang tidak
menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam
pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai “surat kuasa”. Karena kalau
perkataan surat itu dihubungkan dengan maksud surat itu sendiri,
yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap
pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah “surat
kuasa” atau “surat perwakilan”.
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Pembuat undang-undang tidak secara tegas menyebut sebagai surat kuasa,
tapi hanya menyebutnya surat saja. Mungkin pembuat undang-undang khawatir
akan terjadi pencampuradukan acra perdata dengan acara pidana. Di samping itu,
pembuat undang-undang khawatir akan ditafsirkan seperti surat kuasa yang
berlaku dalam ketentuan hukum acara perdata.
Terlepas dari soal tersebut, memang ada manfaatnya ketentuan ini ditinjau
dari segi kemudahan. Oleh karena pembuat undang-undang tidak menentukan tata
cara dan bentuk surat perwakilan, tata cara pembuatan dan bentuknya adalah
“bebas”. Terserah kepada kemauan terdakwa apakah dibuat di bawah tangan atau
autentik.
Akan tetapi, ditinjau dari segi kepastian hukum kurang dapat
dipertanggung jawabkan, dan kurang bersifat mendidik kesadaran hukum. Dapat
dibayangkan akan tetap terulang percaloan dalam penerapan Pasal 213.
Barangkali inilah maksud Pasal 213, untuk menghapuskan sistem percaloan.
Maka diaturlah ketentuan untuk menunjuk wakil berbentuk surat. Namun oleh
karena bentuk surat itu tidak tegas, pasal tersebut tidak dapat menghilangkan
sistem percaloan. Sebab kalau bentuk surat itu tidak tentu, 1 menit dihalaman
kantor pengadilan bisa selesai dibuat surat perwakilan. Lain halnya jika bentuk
surat itu harus dibuat di depan lurah, barulah Pasal 213 mampu mengatasi sistem
calo.
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3. Pemeriksaan dan Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa
Ketentuan ini datur dalam Pasal 214, yang membernakan pemeriksaan
perkara dan putusan dapat diucapkan “di luar hadirnya terdakwa”. Ketentuan ini
memperlihatkan quasi perdata dalam perkara pidana serta merupakan
penyimpangan dari asas in absensia.
Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa dalam
hukum acara perdata disebut putusan verstek, dan sistem verstek yang diatur
dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam pasal 214.
Proses pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam
pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah sebagai berikut.
a. Apabila Terdakwa atau Wakilnya Tidak Datang
Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan
pemeriksaan tedakwa atau wakilnya tidak datang menghadap
disidang pengadilan :
 Pemeriksaan perkara dilanjutkan
Tidak perlu di tunda dan dimundurkan pada hari sidang yang akan
datang. Ketentuan ini besifat “imperatif” dan bukan fakultatif.
Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak datang menghadap
di sidang, pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam Pasal 214 ayat
(1), tidak terdapat kata : “dapat” dilanjutkan, tapi kalimatnya
berbunyi : pemeriksaan perkara dilanjutkan.
 Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapakan di luar
hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar
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hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam
pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisa
dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam
keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya
maupun dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa
atau wakilnya.
b. Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa segera diberitahukan
Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar
putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikian bunyi
ketentuan Pasal 214 ayat (2). Ini berarti, setelah putusan diucapkan
di luar hadirnya terdakwa :
 Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada
penyidik.
 Penyidik memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana
sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan
berpedoman pada Pasal 227 ayat (2).
 Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah
diberitahukan itu kepada panitera.
Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar
putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan
penyidik kepada panitera. Mengenai bukti, apakah surat amar
putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera
dapat menelitinya sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (2)
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yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal
serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan
tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan
sempurna dilakukan penyidik.
 Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti sah dan
sempurna, panitera mencatat hal itu dalam buku register.
Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera
belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register,
tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada penyidik,
untuk dibeitahukan kepada terpidana sebagaimana semestinya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (2). Ketentuan ini berlaku juga
dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, di mana penyidik
dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat bertindak “atas kuasa penuntut
umum”, dan hal ini bersifat demi hukum. Oleh karena penyidik telah diberi
undang-undang bertindak atas kuasa penuntut umum, segala sesuatu yang
menyangkut prosedur dan proses pemeriksaan telah berahli kepada penyidik,
kecuali mengenai pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi tidak termasuk dan
tidak meliputi atas kuasa penuntut umum. Eksekusi tetap merupakan hak dan
wewenang mutlak penuntut umum.
c. Perlawanan Terhadap Putusan di Luar Hadirnya Terdakwa
Dalam proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan verstek
disebut verzet dalam proses perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang
diatur dalam Pasal 214 ayat (4).
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Jadi, kalau putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat
mengajukan “perlawanan”. Cuma tidak terhadap semua putusan verstek dapat
diajukan perlawanan. Perlawanan atau verzet atas putusan verstek hanya dapat
dilakukan atas putusan yang tertentu saja.
Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam proses verzet atas putusan verstek
sesuai dengan Pasal 214 ayat (4) dan seterusnya.
 Perlawanan diajukan ke pengadilan. Terpidana dalam mengajukan
perlawanan terhadap putusan verstek diajukan kepada pengadilan
yang menjatuhkan putusan. Pengajuan perlawanan bukan
disampaikan kepada pengadilan melalui penyidik, tetapi langsung
ditujukan terpidana kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan
verstek.
 Verzet hanya dilakukan atas perampasan kemerdekaan. Sepeti
yang sudah disinggung, pelawanan hanya dapat diajukan
terpidana dalam putusan tertentu. Perlawanan tidak dapat
diajukan terhadap semua jenis putusan verstek undang-undang
membedakan dua jenis putusan di luar hadirnya terdakwa :
a) Jenis putusan yang dapat diajukan perlawanan terhadapnya.
Putusan verstek yang dapat diajukan perlawanan atau verzet,
hanya terhadap putusan “perampasan kemerdekaan”.
Misalnya terdakwa dijatuhkan pidana 7 hari kurungan, dan
putusan itu dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa. Terhadap
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putusan perampasan kemerdekaan ini terpidana
diperbolehkan undang-undang mengajukan “perlawanan”.
b) Jenis putusan tidak boleh diajukan perlawanan. Semua jenis
putusan verstek di luar putusan pemidanaan perampasan
kemerdekaan , tidak dapat diajukan perlawanan. Kalau
putusan verstek bukan perampasan kemerdekaan terdakwa,
terhadap putusan itu tidak dapat diajukan perlawanan.
Misalnnya, putusan verstek hanya berupa denda terhadap
putusan tidak dapat diajukan perlawanan.
Jelaslah kalau begitu, satu-satunya syarat yang menentukan apakah dapat
diajukan perlawanan atau verzet terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa atau
putusan verstek, jika putusan itu “perampasan kemerdekaan” terdakwa.
d. Tenggang Waktu Mengajukan Perlawanan adalah 7 Hari
Sudah dijelaskan, segera setelah putusan di luar hadirnya terdakwa
diucapkan, panitera mengirimkan surat amar putusan kepada penyidik untuk
memberitahukan isi putusan kepada terdakwa. Atas pemberitahuan surat amar
putusan, tedakwa membubuhkan tanggal dan tanda tangan pada surat amar
putusan. Barulah penyidik menyampaikan pemberitahuan itu kepada panitera.
Dari saat tanggal pemberitahuan itu terpidana dapat mengajukan
perlawanan. Tenggang waktu mengajukan perlawanan hanya 7 hari, terhitung
sejak “tanggal pembeitahuan putusan” kepada terpidana. Berarti jika terpidana
hendak mempergunakan perlawanan terhadap putusan yang diajaukan di luar
hadirnya, hanya dapat dilakukan atau diajukan selama dalam tenggang waktu 7
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hari terhitung sejak putusan diberitahukan penyidik kepadanya. Apabila tenggang
waktu tersebut lewat, dengan sendirinya “gugur” hak terpidana mengajukan
perlawanan. Demikian ketentuan tenggang waktu mengajukan perlawanan yang
diatur dalam Pasal 214 ayat (5).
e. Perlawanan Mengakibatkan Gugurnya Putusan
Apabila terpidana mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang
ditentukan dalam pasal 214 ayat (5), menurut ketentuan Pasal 214 ayat (6),
dengan sendirinya mengakibatkan putusan “verstek menjadi gugur”, dan perkara
kembali pada keadaan semula, seolah-olah perkara tersebut belum pernah
diperiksan di sidang pengadilan. Status terdakwa sebagai terpidana pulih kembali
menjadi status terdakwa.
 Dengan adanya perlawanan putusan yang dijatuhkan diluar
hadinya terdakwa dengan sendirinya gugur,
 Kedudukan terpidana kembali kepada keadaan semula yakni
sebagai terdakwa dan seolah-olah belum pernah diperiksa dan
diputus di sidang pengadilan.
 Dengan demikian, pemeriksan terhadap terdakwa di sidang
pengadilan harus dilakukan kembali sebagaimana halnya menurut
pemeriksaan perkara dengan acara pelanggaran lalu lintas.
Adapun mengenai pelaksanaan pemeriksaan kembali perkara tersebut di
sidang pengadilan, di luar Pasal 214 ayat (7), dengan proses pemeriksaan :
i. Penitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pengajuan
perlawanan dari terpidana,
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ii. Pemberitahuan disusul dengan penetapan hakim tentang hari sidang
untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan.
Jadi penetapan hari sidang yang dikeluarkan hakim, disampaikan kepada
penyidik agar penyidik dapat memberitahukan hari pemeriksaan sidang kepada
terdakwa.
4. Putusan Perkara Lalu Lintas dapat dibanding
Sebagaimna halnya dalam putusan perkara tindak pidana ringan, terhadap
putusan perkara pelanggaran lalu lintas jalan pun pada pinsipnya tidak dapat
diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa
terhadap “putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding”.
Inilah prinsip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap prinsip yang umum
selalu ada pengecualian. Demikian juga halnya dalam acara pemeriksaan
pelanggaran lalu lintas, terdapat pengecualian, sekalipun hanya terbatas pada hal-
hal yang “sangat tertentu” saja.
Mengenai putusan yang dapat diajukan banding dalam perkara acara
pelanggaran lalu lintas ialah : “putusan pidana perampasan kemerdekaan” yang
dijatuhkan dalam “putusan perlawanan”. Kalau semula terdakwa diputuskan di
luar hadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan tersebut
mengajukan perlawanan, dan perkara pemeriksaan kembali sesuai dengan tata
cara yang diatur pada Pasal 214 ayat (7). Namun, dalam pemeriksaan kembali
pengadilan tetap menjatuhkan hukuman perampasan kemerdekaan. Dalam
putusan pidana perampasan kemerdekaan yang demikian dapat diajukan
permintaan banding. Oleh karena itu, bertitik tolak dari Pasal 214 ayat (8),
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putusan yang dapat dibanding dalam pelangaran lalu lintas hanya terhadap
putusan yang :
a. Semula putusan dijatuhkan “diluar hadirnya” terdakwa, dan putusan
itu berupa “perampasan kemerdekaan” terdakwa,
b. Lantas atas putusan tersebut terdakwa mengajukan perlawanan
sesuai dengan tenggang dan tata cara yang diatur dalam Pasal 214
ayat (5) dan (6),
c. Akan tetapi dalam pemeriksaan kembali perkara tersebut, pengadilan
tetap menjatuhkan putusan pidana perampasan kemerdekaan,
terhadap putusan yang melalui proses verstek dan verzet ini terdakwa
dapat mengajukan permintaan banding.
Jika bertitik tolak secara harfiah dari rumusan Pasal 214 ayat (8), tidak
dapat diajukan banding, sebab menurut rumusan ayat (8), permintaan banding atas
pidana perampasan kemerdekaan baru dapat diajukan jika putusan pidana
perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan, harus terlebih dulu melalui proses
perlawanan.
Akan tetapi, pendapat lain tidak sependapat dengan pemikiran tersebut,
atas alasan :
 Dari pendekatan penafsiran “konsistensi”
Dari segi pendekatan ini, yang menjadi titik tolak bukan dari segi
proses yang melahirkan putusan pidana perampasan
kemerdekaan, tapi dari sudut pemidanaan itu sendiri. Berarti tiap
putusan pidana perampasan kemerdekaan dalam acara
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pelanggaran lalu lintas, dapat diajukan permintaan banding tanpa
mempersoalkan apakah putusan itu dijatuhkan dalam pemeriksaan
sidang yang dihadiri terdakwa ataupun putusan tersebut
dijatuhkan setelah melalui proses perlawanan atas putusan
perampasan kemerdekaan di luar hadirnya terdakwa.
 Dari segi pendekatan prinsip yang “paling menguntungkan
terdakwa”
Hal ini sesuai dengan prinsip umum yang dianut tata hukum dan
ilmu hukum. Menurut prinsip ini pengadilan harus
memperlakukan ketentuan undang-undang yang paling
menguntungkan kepada terdakwa. Dan prinsip in dianut oleh
KUHAP sendiri. Misalnya, contoh Pasal 182 ayat (6) hutuf b. Di
situ ditegaskan : putusan yang dipilih adalah pendapat hakim
yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Dari pendekatan tersebut, terhadap setiap putusan pidana perampasan
kemerdekaan yang dijatuhkan pengadilan dalam pelanggaran lalu intas, dapat
diajukan permintaan banding oleh terdakwa. Oleh karena itu, pasal 214 ayat (8)
harus ditafsikan secara umum, yaitu permintaan banding dapat diajukan tedakwa
apabila putusan yang dijatuhkan “perampasan kemerdekaan”, sehingga kalimat
jika putusan setelah diajukannya perlawanan dalam ayat ini jangan dijadikan
sebagai syarat pokok menentukan dapat atau tidaknya permintaan banding.
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5. Terdakwa Tidak Datang Menghadap Sidang Pemeriksaan Kembali
Seandainya terdakwa mengajukan perlawanan terhadap putusan pidana
perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, kemudian
pada hari sidang yang ditentukan tedakwa tidak datang menghadap menghadap
sekalipun pembeitahuan hari sidang sudah disampaikan secara sah dan sempurna.
Permasalahan ini bisa rumit dan menjadi lelucon dalam peraktek pengadilan. Hal
ini disebabkan ketentuan Pasal 214 ayat (6), yang menegaskan, dengan adanya
perlawanan atau vezet terhadap verstek, dengan sendirinya putusan verstek
manjadi gugur.
Sebenarnya, seandainya pembuat undang-undang tidak merumuskan bunyi
Pasal 214 ayat (6) seperti itu, masalahnya tidak rumit. Umpamanya, jika rumusan
itu menyatakan gugurnya putusan yang diverstek ialah setelah dijatuhkan putusan
atas pemeriksaan kembali perkara, berarti putusan semula akan tetap hidup
seandainya tedakwa tidak datang menghadap pada pemeriksaan kembali perkara
yang bersangkutan.
Melihat gambaran kesulitan yang mungkin dihadapi pengadilan dalam
kasus verzet atas putusan verstek yang terdakwanya memamfaatkan lubang yang
terluang dalam proses ini, untuk mengatasi perilaku terdakwa yang ingin
mempermainkan lubang itu, jalan alternatif yang dapat ditempuh :
a. Melalui proses Pasal 154 ayat (4) dan (5)
Berarti apabila terdakwa tidak datang menghadap pada pemeriksaan
kembali, pemeriksaan ditunda dan memberitahu lagi terdakwa untuk
datang menghadap pada hari sidang yang akan datang, dan apabila
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tetap tidak hadir untuk kedua kalinya, hakim mengeluarkan surat
perintah untuk menghadapkan terdakwa dengan paksa.
b. Alternatif kedua, dengan jalan menjatuhkan putusan hukuman denda
Apabila pengadilan melihat gejala adanya kemungkinan tedakwa
memamfaatkaan kekosongan hukum yang terdapat pada proses
perlawanan, jalan pendek yang dapat ditempuh pengadilan, dengan
jalan menjatuhkan hukuman denda. Dengan demikian pemeriksaan
perkara sudah tertutup, sebab perlawanan terhadap hukuman denda
tidak dapat diajukan. Cuma dalam hal ini terdakwa memaksakan
kehendaknya kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman
denda.
6. Penyitaan dalam Perkara Lalu Lintas Jalan
Yang ingin dibicarakan dalam pokok uraian ini, mengenai tata cara
penyitaan serta pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas
jalan.
Tata Cara Penyitaan dalam Pelanggaran Lalu Lintas Jalan :
Kalau kembali menoleh kebelakang, ketentuan Pasal 38 ayat (1), penyitaan
hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
Ditinjau dari segi ketentuan tersebut, setiap penyitaan yang akan dilakukan
penyidik atas sesuatu benda, harus dilandasi “surat izin” Ketua Pengadilan Negeri.
Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat izin
merupakan tindakan penyitaan yang “tidak sah”.
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Akan tetapi, penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat
menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan,
tetapi tindakan penyitaan itu masih dianggap sebagai upaya paksa penyitaan yang
demikian, dapat menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri
Kehakiman No. M.14PW.07.03 Tahun 1983.
a. Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan
di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa “dalam
keadaan tertangkap tangan”.
b. Kemudian, dalam keadaan tertangkap tangan, dikategorikan “dalam
keadaan sangat perlu dan mendesak”. Dengan mengategorikan atau
menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan
yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan
tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan ke dalam rumusan Pasal
38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu dan
mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak
sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tak mungkin lebih
dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan
undang-undang melakukan penyitaan atas “benda bergerak” tanpa
surat izin dari Ketua Pengadilan. Dengan menafsirkan keadaan
tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat
dibenarkan oleh Pasal 38 ayat (2).
c. Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam
keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas
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jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2), penyitaan
dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, wajib segera
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna
memperoleh persetujuan. Dari bunyi ketentuan ini pelaporan
penyitaan itu sifatnya “imperatif”. Ini berarti, penyitaan yang tidak
dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak
sah. Hal ini bisa memberi peluang tersangka untuk meminta rugi
berdasarkan Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu, mau tidak mau
penyidik harus wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua
Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu
lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar
penyidik membuat laporan khusus.
Akan tetapi, kalau yang disita berupa SIM atau STNK maupun surat
kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat
pengantar pengirim berkas-berkas perkarapelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal
ini, penyidik membuat laporan “penyitaan kolektif” atas beberapa penyitaan,
sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak
perlu melakukan laporan satu per satu, karena hal yang seperti itu dalam
pelanggaran lalu lintas jalan “kurang paktis” ditinjau dari segi administratif
maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat
(2), jika penyidik menyampaikan laporan kolektif pada saat penyidik
menyampaikan bekas perkaranya ke pengadilan. Atas laporan kolektif tersebut,
ketua pengadilan harus memberi persetujuan atau menolaknya. Jika seandainya
40
Ketua Pengadilan dapat menyetujui seluruh penyitaan yang dilaporkan secara
kolektif, cukup disetujui, Ketua Pengadilan mengeluarkan persetujuan secara
kolektif pula. Apabila diantaranya ada yang tak dapat disetujui, Ketua Pengadilan
mengeluarkan surat khusus tentang hal yang tidak  disetujui tersebut. Demikian
kira-kira cara penyitaan dan laporan penyitaan yang dianggap paktis dalam
perkara pelanggaran lalu lintas. Mungkin dalam perjalanan waktu, para praktisi
hukum akan menemukan tata cara penerapan yang lebih praktis dari apa yang
telah diuaikan di atas.
7. Pengembalian Benda Sitaan
Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas
jalan, diaturdalam pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah  putusan
dijatuhkan.
b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan
setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana
belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan
pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada
“pemenuhan” isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara
pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki
pemenuhan isi amar putusan dilakukan segera oleh terpidana, sesaat
setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman,
pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu
lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana.
41
Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir,
pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat,
harus “seketika dilunasi”, pada saat putusan dijatuhkan. Kemudian
dengan SEMA No. 22 Tahun 1983, Mahkama Agung memberi
petunjuk lagi tentang pengertian perkataan “harus segera dilunasi”:
 Apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan
diucapkan, pelunasana harus dilakukan pada saat putusan
diucapkan,
 Apabila terdakwa atau terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada
waktu putusan diucapkan, pelunasan dilakukan pada saat putusan
diucapakan, pelunasan dilakukan pada saat jaksa memberitahukan
putusan kepada terpidana.
c. Pengambilan benda sitaan dilakukan tanpa syarat
Kalau terpidana telah memenuhi isi amar putusan, benda sitaan
segera dikembalikan :
 Tanpa syarat. Artinya pengembalian tidak digantungkan pada
syarat apapun, baik berupa uang jaminan atau berupa pelaporan.
 Pengembalian dilakukan kepada pihak yang paling berhak.
Mengenai pengertian siapa yang dianggap paling berhak dalam
pengembalian barang bukti atau benda sitaan, sejalan dengan apa
yang digariskan pada Pasal 149 ayat (1).
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d. Yang dianggap paling berhak menerima pengembalian benda sitaan
ialah “pemilik” yang sebenarya.
e. Dapat juga ditafsirkan yang berhak ialah “orang dari siapa benda itu
disita”. Kalau pemilknya tidak diketahui, pengadilan dapat
mengembalikannya kepada orang dari siapa benda tersebut disita.
f. Bisa juga, orang yang dianggap paling berhak ialah “pemegang
takdir” atau orang terakhir menguasai” benda tersebut.
Itulah beberapa cara pendekatan untuk menentukan siapa yang dianggap
paling berhak menerima pengembalian benda sitaan. Dan pengembalian benda
sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas, tidak menimbulkan masalah. Secara
persentase benda yang disita dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas hampir 99%
tediri dari surat-surat kendaraan bermotor baik berupa SIM, STNK, dan lain-lain,
di mana pemiliknya jelas disebut dan diketahui dalam surat-surat yang
bersangkutan.
8. Bentuk Putusan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan
Pemeriksaan perkara dengan dengan acara pelanggaran lalu lintas jalan
dilakukan tanpa berita acara. Hal ini ditegaskan Pasal 212, yang mengatakan
pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan “tidak diperlukan berita acara
pemeriksaan” baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun pada sidang
pengadilan.
Sebagai bahan pemeriksaan, penyidik cukup membuat catatan
pemberitahuan, dan catatan itu pada lazimnya sudah disiapkan oleh penyidik
berupa model formulir. Di dalam fomulir itu penyidik mencatat pelanggaran yang
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didakwakan, tempat waktu kejadian serta sekaligus tentang catatan pemberitahuan
tanggal dan hari, jam, dan tempat persidangan di tempat mana terdakwa harus
menghadap. Jika ada benda sitaan, benda sitaan itu “dilampirkan” pada catatan
yang bersangkutan.
Jika dilihat, acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana.
Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwaan.
Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau
disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak
demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup
“sedehana”. Tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.
Kesederhanaan bentuk putusan tersebut :
a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir
pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada
catatan atau forrmulir pemeriksaan penyidik, di samping membuat
catatan penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang
didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam, dan tempat
persidanga, juga membuat catatan putusan yang dijatuhkan
pengadilan.
b. Catatan putusan yang dijatuhkan itulah yang disebut “surat amar
putusan”. Yang menjadi isi surat amar putusan dalam pekara
pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir
atau catatan pemeriksaan penyidik tersebut : “denda Rp 7.500,00”.
Catatan inilah isi dan amar surat putusan pengadilan, dan catatan
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inilah isi putusan yang mesti dipenuhi terpidana yakni membayar
denda sejumlah Rp7.500,00.
c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang
terdapat dalam catatan diambil alih panitera ke dalam catatan buku
register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di
samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib
administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua
kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register.
F. Bentuk-bentuk dan Ketentuan Pidana tentang Pelanggaran Kelengkapan
Kendaraan Bermotor
Dalam Ketentuan pidana tentang pelanggaran lalu lintas jalan terdapat juga
bentuk-bentuk tindak pidana yang telah di atur dalam undang-undang republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, khususnya bentuk dan ketentuan pidana tentang
pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas yaitu :
Pasal 278
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau
lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban
cadangan, segitiga pengaman dongkrak, pembuka roda, dan peralatan
pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimna dimaksud dalam Pasal
57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan




Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 280
Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal
68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 281
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 285
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat
pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman
alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal
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48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu
tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem,
lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan,
kedalaman air ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan,
penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal
106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).
Pasal 288
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil
bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak
dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau
benda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 289
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang
yang duduk disampinng Pengemudi yang tidak megenakan sabuk
keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 290
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor
selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak
mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
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Pasal 291
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan
helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
Pasal 298
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak
memasang segita pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat
lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak





Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis
(sociologys legal reseach) secara yuridis dengan mengkaji peratuan perundang-
undangan yang berkaitan dengan lalu lintas sebagai upaya mencegah pelanggaran-
pelanggaran di bidang lalu lintas, antara lain pasal-pasal dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara sosiologis
dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan dari sudut penerapan hukum.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di
lapangan (Field Research) yang di dapat langsung dari responden
berkaitan dengan putusan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran
kelengkapan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas yang dilakukan
di Pengadilan Negeri Klas 1B Maros.
b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer.
2. Sumber Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dari :
a. Pengadilan Negeri Klas 1B Maros;
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b. Literatur yang didapatkan dari perpustakaan atau milik pribadi, yang
berkaitan erat dengan objek penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Data
Keseluruhan Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
penelitian lapangan (Field Research) yang digunakan dalam data primer dan
pengumpulan data (Library Research) yang digunakan dalam data sekunder
sebagasebagai berikut:
1. Data Primer
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan
teknik penelitian lapangan (Field Research) dengan cara observasi,
interview atau wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah suatu cara
pengumpulan data dengan cara melihat langsung sidang pelanggaran lalu
lintas di Pengadilan Negeri klas 1B Maros, dokumentasi adalah suatu cara
pengumpulan data melalui buku register pelanggaran lalu lintas di
Pengadilan Negeri klas 1B Maros, dan interview atau wawancara adalah
suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung
pada pihak terkait yang dianggap dapat memberikan penjelasan
sehubungan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan
dengan pihak pelaksanaan sanksi pidana denda, dan para pelaku
pelanggaran di bidang lalu lintas yang ada di Pengadilan Negeri Klas 1B
Maros atau dengan kata lain juga disebut sebagai informan. Wawancara
dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin,
dimana sebelumnya penulis telah terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan
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yang akan dijadikan pedoman dalam wawancara ini, dan pertanyaan-
pertanyaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan hasil wawancara di
lapangan.
2. Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan
teknik pengumpulan data (Library Research) dengan cara Studi
kepustakaan, yaitu studi dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan
mengutip data dari berbagai sumber seperti berbagai literatur, Peraturan
perundangan-undangan, artikel, makalah, hasil penelitian berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti. Studi ini dimaksudkan untuk
mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis
dalam penelitian ini.
D. Teknik Analisis Data
Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka penulis
menggunakan Teknik analisis data deskriptif analitis, yaitu dengan cara
menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti dilapangan, yakni
Optimalisasi putusan sanksi pidana denda sebagai upaya memperkecil segala
pelanggaran-pelanggaan di bidang lalu lintas khususnya pelanggaran kelengkapan
kendaraan bermotor, yang kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan
ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori
kepustakaan dan Peraturan Perundangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan
akhir yang ditarik secara komprehensif atau menyeluruh.
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E. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Klas 1B Maros
Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam
memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk
mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil.1 Sedangkan hukum
materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang
selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya
bertujuan untuk melindungai kepentingan orang lain.2 Berdasarkan hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk
menegakkan hukum.
Pada dasarnya Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, hal ini telah diatur dalam
pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1984 dan dalam pasal 50 Undang-Undang
No. 2 Tahun 1986 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara
pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta sesuai
pasal 52 Undang-Undang No.2 Tahun 1986, Selain menjalankan tugas pokok,
pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan
Undang-Undang. Begitupula halnya dengan Pengadilan Negeri Klas 1B Maros
1 Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia
sejak 1942, cet.2 (Yogyakarta: Liberty, 1983), h. 3.
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia I, cet.1 (Yogyakarta: Liberty,
1993), h. 1.
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yang beralamat di jalan Dr. Sam Ratulangi No. 36 Maros, Sulawesi Selatan yang
memiliki tugas dan fungsi sama seperti Pengadilan Negeri pada umumnya, tugas
dan fungsinya sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang.
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Maros
Visi:
“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.
Misi:
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur
tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan
dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.
2. Struktur Organissasi Pengadilan Negeri Maros
Pengadilan Negeri Makassar memiliki susunan kepengurusan atau struktur
organisasi yang tidak tetap. Kondisi ini disesuaikan dengan pergantian
kepengurusan dalam setiap periodenya. Untuk saat ini, kepengurusan organisasi
Pengadilan Negeri Makassar tersusun oleh perangkat-perangkat kerja yang terdiri
dari, Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, Sekretaris/Panitera, Wakil Panitera
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yang membawahi  Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda
Perdata. Dan Wakil Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Bagian
Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum.
Selain Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera, Panitera/Sekretaris juga membawahi
Panitera Pengganti dan Juru Sita. Hakim berada di bawah kontrol Ketua dan
Wakil Ketua pengadilan, yang secara struktural tergambar dalam lampiran
Bidang-bidang Kerja/Job Description.
Ketua Pengadilan
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan;
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim
maupun seluruh karyawan;
c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan
pengawasan atas :
1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
2) Masalah-masalah yang timbul;
3) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
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d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta
berkas perkara;
e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat
tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau
tanpa membayar biaya perkara).
Wakil Ketua Pengadilan
a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
b. Mewakili ketua bila berhalangan;
c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua;
d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku
serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
Hakim
a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya;
b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan
berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar
terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Panitera
a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan;
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b. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus
menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara
perdata dan pidana maupun situasi keuangan;
c. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat
bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
d. Membuat salinan putusan;
e. Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
f. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh
Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Wakil Panitera
a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-
tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik;
c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan;
d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.
Panitera Muda
a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka
pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya;
b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan
pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Panitera Pengganti
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Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang
bersangkutan.
Sekretaris
Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum
Pengadilan:
a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi
keuangan rutin/pembangunan;
b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim
maupun seluruh karyawan;
c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan
pengawasan atas :
1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan
pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
2) Masalah-masalah yang timbul;
3) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan
Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk
diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
5) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk
membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah,
berita acara serta berkas perkara;
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6) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat
tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo
atau tanpa membayar biaya perkara.
Wakil Sekretaris
Membantu tugas pokok Sekretaris.
Kepala Sub-Sub Bagian
a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan;
b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.
Kepala Sub Bagian Keuangan
Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan
pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran
pengadilan diluar perkara pengadilan.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu
Sekretaris yang:
a. Menangani keluar masuknya pegawai;
b. Menangani pensiun pegawai;
c. Menangani kenaikan pangkat pegawai;
d. Menangani gaji pegawai;
e. Menangani mutasi pegawai;
f. Menangani tanda kehormatan;
g. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
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Jurusita
a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh
Hakim Ketua Majelis;
b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan;
c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian
diberikan kepada pihak-pihak terkait.3
3 http://www.pn-maros.go.id/, diakses, Minggu, 23 September 2012.
60
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor
dalam  Berlalu Lintas di Maros





4. Bermacam-macam sebab lain.
Berikut beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahanya kesadaran akan
mematuhi peraturan lalu lintas:
1. Minimnya pengetahuan mengenai,peratutran,marka dan rambu lalu lintas
Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu
lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya
kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah
pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan
instan daripada mengikuti seluruh prosedur.
2. Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang
tuanya sendiri
Kondisi ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak mencontoh orang tuanya, bila
orang tuanya sering melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu juga
melanggar.
3. Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi
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Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang indonesia. Kita ambil contoh, seorang
pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur
arus lalu lintas di simpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang
tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.
4. Memutar balikkan ungkapan
Sering kita dengar, "peraturan dibuat untuk dilanggar." Ini sangat menyesatkan. Akan
tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang indonesia, sehingga
sangat ingin menerapkannya. Semoga ungkapan ini tidak dipakai pada saat orang
menjalankan ibadah sesuai agamanya.
5. Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain
Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat
mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi
roda 4 dan wajib memakai helm,kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu
pada siang hari bagi roda 2. Masih banyak contoh standar keselamatan lainnya, akan
tetapi pengemudi malas menerapkannya.
6. Melanggar dengan berbagai alasan
Banyak dan berbagai alasan yang dijadikan pembelaan. Orang indonesia memang
jago untuk hal-hal seperti ini.
7. Bisa "damai" ketika tilang
Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan
atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan
oleh pengemudi tersebut adalah jalan "damai". Kalu tidak bisa "damai" di jalan, pasti
nanti bisa coba "damai" lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-
surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.
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Dalam skripsi ini peneliti akan menjelaskan secara khusus faktor-faktor penyebab
terjadinya pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor dalam belalu lintas di Maros.
Karena pelanggaran lalu lintas di Maros sudah menjadi hal yang biasa dan wajar yang sudah
membudaya, sehingga masyarakat sudah pasrah bahkan cenderung masa bodoh dengan
sistem dan peraturan yang ada. Bahkan ada yang beranggapan bahwa peraturan dan hukum
itu ada untuk dilanggar. Suatu hal yang sangat memprihatinkan, padahal displin diri adalah
cermin dari sikap dan perilaku sebagai penerus bangsa.
Kelengkapan kendaraan bermotor adalah hal yang paling disepelekan oleh
kebanyakan masyarakat setempat seperti banyaknya anak sekolah yang mengendarai sepeda
motor tanpa menggunakan helm. Padahal helm sangat berguna untuk melindungi kepala kita
saat terjadi benturan keras dalam kecelakaan lalu lintas. Kurangnya kesadaran pengguna
sepeda motor menggunakan helm masih sangat memprihatinkan, terbukti masih banyak
pengendara sepeda motor yang tidak memakai atau  menggunakan helm, ada juga yang
membawa helm namun tidak digunakan.
Ada pula yang membawa helm hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada
razia polisi. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran pengendara sepeda motor untuk memakai
helm masih minim sekali. Kurangnya kesadaran pengendara sepeda motor memakai helm
masih sangat memprihatinkan, mereka masih beranggapan bahwa memakai helm itu hanya
peraturan saja, tidak sadar bahwa peraturan memakai helm itu dibuat untuk keamanan si
pengendara sendiri.
Keadaan ini diakibatkan pelanggaran lalu lintas yang tidak dihiraukan. Karena sudah
menjadi kebiasaan, perilaku menyimpang ini akan membudaya di masyarakat. Yakni,
kebiasaan mengabaikan rambu dan toleransi terhadap orang lain. Budaya melanggar lalu
lintas sama seperti budaya tidak menghargai keselamatan diri sendiri.
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Dari hasil wawancara, menurut pendapat Brigpol Asri Arif faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut karena kurangnya kesadaran dari
masyarakat meski sudah tahu aturannya, bahkan pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi
tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan aman bagi pengendara kendaraan bermotor serta
menggelar operasi patuh untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban,  dan
kelancaran berlalu lintas.
Operasi patuh ini biasanya di gelar serentak di beberapa daerah, untuk kesuksesan
operasi tersebut Polesta Maros mengerahkan ratusan personel dari semua satuan seperti
Intelkam, Samapta, Propan, dan Serse. operasi patuh mengedepankan penegakan hukum
secara tegas karena sebagian besar kecelakaan bermula dari tindak pelanggaan lalu lintas dari
operasi patuh ditemukan banyak pelanggaran kelengkapan kendaraan dan surat-surat
kendaraan, operasi patuh ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu
lintas karena tidak semua pengemudi kendaraan bermotor mengetahui peraturan-peraturan
lalu lintas dan untuk meningkatkan kepecayaan masyarakat terhadap kepolisian.1
Briptu Anis Arif menamahkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu
lintas dikarenakan banyaknya masyarakat telah mengetahui aturan-aturan tata tertib berlalu
lintas tapi tetap saja bertindak sesuka hatinya dan mengabaikan aturan tersebut,  pihak
kepolisian yang tergabung dalam Basat Lantas Polresta Maros telah sering melakukan
sosialisasi tentang tata tertib berlalu lintas ketempat-tempat umum seperti pasar serta
mendatangi sekolah-sekolah yang terdapat di kabupaten Maros untuk mengarahkan
1 Anis Arif, Basat Lantas Polresta Maros, wawancara oleh penulis di Polresta Maros, 17 Desember
2012.
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masyaakat dan para pelajar untuk lebih sadar akan pentingnya mematuhi peratuan-peraturan
dalam berlalu lintas.2
Teguran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan mengambil tindakan
seperti teguran tertulis (surat tilang) dengan sasaran bagi pengendara yang melanggar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan yang kemudian akan di sidangkan melalui pemeriksaan cepat di Pengadilan Negeri klas
1B Maros.
Tilang, singkatan dari Bukti Pelanggaran merupakan tindakan langsung terhadap
pelanggaran lalu lintas yang menjadi salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana
(criminal justice system) yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Pelanggaran lalu lintas
(tilang) merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor
22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas.
B. Keefektifan Penjatuhan Putusan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Kelengkapan
Kendaraan  di Pengadilan Negeri Matros pada Tahun 2009-2011
Dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP telah di atur
tentang acara pemeriksaan cepat untuk memberikan putusan terhadap pelanggaran lalu lintas
berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009.
Pelanggaran lalu lintas hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman denda. Menurut
Ibnu Rusydi salah satu hakim di Pengadilan Negeri klas 1B maros menjelaskan bahwa
memang pidana denda yang dikenakan oleh pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran
kelengkapan kendaraan bemotor seperti tidak mengenakan helm, tidak di lengkapi kaca spion
2 Anis Arif, Basat Lantas Polresta Maros, wawancara oleh penulis di Polresta Maros, 17 Desember
2012.
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serta kelengkapan kendaraan bermotor lainnya temasuk kelengkapan surat-surat kendaraan
bermotor relatif ringan dibandingkan dengan denda yang diterapakan dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, hukuman
yang relatif ringan itu disebabkan karena penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya
memidana orang-orang yang bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga
mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan insaf dan kembali disiplin dalam berlalu
lintas dan disamping itu juga melihat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.3
Mengenai tujuannya Wari Junaeti berpendapat bahwa tujuan untuk memberikan efek
jera dan mendidik tidak dapat tercapai karena kurangnya kesadaran dan adanya anggapan
yang sudah membudaya di masyarakat setempat tentang adanya hukum untuk dilanggar serta
masyarakat merasa masa bodoh terhadap ketertiban dalam berlalu lintas.4
Menurut Ibnu Rusydi, penyebab lainnya mengapa makin meningkatnya pelanggaran
lalu lintas yaitu proses sidang terhadap pelanggaran tersebut terkesan dianggap sepele oleh
masyarakat setempat sehingga di anggap mudah dan tidak menimbulkan efek jera karena
tedakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan jika terdakwa
atau kuasanya tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa
dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (verstek) dan surat amar putusan segera
disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan
diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.5
Mudahnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas serta rendahnya denda
yang harus dibayar membuat anggapan bahwa pelanggaran lalu lintas mudah selesai setelah
3 Ibnu Rusidy, Hakim Pengadilan Negeri Maros, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Klas
1B Maros, 21 Desember 2012.
4 Wari Junaeti, Hakim Pengadilan Negeri Maros, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Klas
1B Maros, 21 Desember 2012.
5 Ibnu Rusidy, Hakim Pengadilan Negeri Maros, wawancara oleh penulis di Pengadilan Negeri Klas
1B Maros, 21 Desember 2012.
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kita membayar denda tilang serta adanya oknum anggota polisi lalu lintas yang menerima
suap juga membuat masyarakat yang melanggar lalu lintas tidak jera dan mereka tidak takut
untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas.
Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Klas 1B Maros, penulis mendapatkan data
dari seorang panitera hukum dan undang-undang yang bernama Sarah Makassar berupa
Rekapitulasi akhir tahun 2009-2011 yang dicatat berdasarkan buku register pelanggaran lalu
lintas yaitu sebagai beikut :
1. Rekapitulasi akhir tahun 2009, bulan Januari sampai dengan Desember
 Sisa tahun lalu : Nihil
 Masuk tahun ini : 3.959 berkas
 Putusan tahun ini : 3.959 berkas
 Sisa tahun ini : Nihil
 Denda : Rp. 54.900.000,-
 Ongkos perkara : Rp.  3.345.500,-
2. Rekapitulasi akhir tahun 2010, bulan Januari sampai dengan Desember
 Sisa tahun lalu : Nihil
 Masuk tahun ini : 3.020 berkas
 Putusan tahun ini : 3.020 berkas
 Sisa tahun ini : Nihil
 Denda : Rp.61.441.000,-
 Ongkos perkara : Rp.  2.654.000,-
3. Rekapitulasi akhir tahun 2011, bulan Januari sampai dengan Desember
 Sisa tahun lalu : Nihil
 Masuk tahun ini : 4.171 berkas
 Putusan tahun ini : 4.171 berkas
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 Sisa tahun ini : Nihil
 Denda : Rp.101.184.000,-
 Ongkos perkara : Rp.   4.171.000,-6
Berdasarkan data di atas, di tahun 2009 tercatat 3.959 bekas perkara pelanggaan lalu
lintas sedangkan di tahun 2010 tercatat 3.020 berkas perkara pelanggaran lalu lintas, ini
berarti terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas di tahun 2010 akan tetapi di tahun berikutnya
terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas di tahun 2011 buktinya tercatat 4.171 berkas
perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Maros.
Penulis akan merincikan jumlah pelanggaran kelengkapan lalu lintas yang di tahun
2011 yang terjadi pada setiap bulannya sebagai berikut :
1. Bulan Januari
 Pasal 280 : 8 Pelanggaran
 Pasal 281 : 39 Pelanggaran
 Pasal 285 : 24 Pelanggaran
 Pasal 288 : 17 Pelanggaran
 Pasal 291 : 26 Pelanggaran
 Jumlah    : 114 Pelanggaran
2. Bulan Februari
 Pasal 279 : 4 Pelanggaran
 Pasal 281 : 28 Pelanggaran
 Pasal 285 : 11 Pelanggaran
 Pasal 288 : 13 Pelanggaran
 Pasal 291 : 18 Pelanggaran
 Jumlah    : 74 Pelanggaran
6 Buku Register Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Klas 1B Maros, 21 Desember 2012.
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3. Bulan Maret
 Pasal 280 : 3 Pelanggaran
 Pasal 281 : 29 Pelanggaran
 Pasal 285 : 16 Pelanggaran
 Pasal 288 : 5 Pelanggaran
 Pasal 291 : 21 Pelanggaran
 Jumlah    : 74 Pelanggaran
4. Bulan April
 Pasal 280 : 7 Pelanggaran
 Pasal 281 : 12 Pelanggaran
 Pasal 285 : 9 Pelanggaran
 Pasal 288 : 11 Pelanggaran
 Pasal 291 : 8 Pelanggaran
 Jumlah    : 47 Pelanggaran
5. Bulan Mei
 Pasal 280 : 25 Pelanggaran
 Pasal 281 : 87 Pelanggaran
 Pasal 285 : 61 Pelanggaran
 Pasal 288 : 53 Pelanggaran
 Pasal 291 : 57 Pelanggaran
 Jumlah    : 283 Pelanggaran
6. Bulan juni
 Pasal 280 : 13 Pelanggaran
 Pasal 281 : 77 Pelanggaran
 Pasal 285 : 41 Pelanggaran
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 Pasal 288 : 22 Pelanggaran
 Pasal 291 : 67 Pelanggaran
 Jumlah    : 220 Pelanggaran
7. Bulan Juli
 Pasal 280 : 12 Pelanggaran
 Pasal 281 : 53 Pelanggaran
 Pasal 285 : 43 Pelanggaran
 Pasal 288 : 23 Pelanggaran
 Pasal 291 : 56 Pelanggaran
 Jumlah    : 187 Pelanggaran
8. Bulan Agustus
 Pasal 280 : 4 Pelanggaran
 Pasal 281 : 27 Pelanggaran
 Pasal 285 : 35 Pelanggaran
 Pasal 288 : 41 Pelanggaran
 Pasal 291 : 32 Pelanggaran
 Jumlah    : 139 Pelanggaran
9. Bulan September
 Pasal 280 : 7 Pelanggaran
 Pasal 281 : 9 Pelanggaran
 Pasal 285 : 17 Pelanggaran
 Pasal 288 : 22 Pelanggaran
 Pasal 291 : 51 Pelanggaran
 Jumlah    : 106 Pelanggaran
10. Bulan Oktober
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 Pasal 280 : 19 Pelanggaran
 Pasal 281 : 53 Pelanggaran
 Pasal 285 : 29 Pelanggaran
 Pasal 288 : 11 Pelanggaran
 Pasal 291 : 14 Pelanggaran
 Jumlah    : 126 Pelanggaran
11. Bulan November
 Pasal 280 : 9 Pelanggaran
 Pasal 281 : 81 Pelanggaran
 Pasal 285 : 64 Pelanggaran
 Pasal 288 : 34 Pelanggaran
 Pasal 291 : 111 Pelanggaran
 Jumlah    : 299 Pelanggaran
12. Bulan Desember
 Pasal 280 : 17 Pelanggaran
 Pasal 281 : 108 Pelanggaran
 Pasal 285 : 61 Pelanggaran
 Pasal 288 : 83 Pelanggaran
 Pasal 291 : 53 Pelanggaran
 Jumlah     : 322 Pelanggaran
Jadi jumlah secara keseluruhan dari bulan januari sampai desember terdapat 2021
pelanggaran kelengkapan dari 4.171 bekas pelanggaran lalu lintas di tahun 2011.
Ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan oleh pihak kepolisian
selama ini belum maksimal melihat masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang
terjadi di Maros, sehingga adanya ketidak efektifan terhadap penjatuhan putusan sanksi
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pidana denda terhadap peanggaran lalu lintas karena tidak menimbulkan efek jera terhadap
pelanggarnya dan tidak sesuai dengan tujuan untuk mendidik.
Berdasarkan sudut penelitian hukum, efektifitas adalah merupakan suatau kegiatan
yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu
perbandingan realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum
dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory).
Penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas
hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh
hukum terhadap masyarakat adalah prilaklu warga masyarakat yang sesuai dengan hukum
yang berlaku. Kalau masyarakat berprilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang
dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum ynag bersangkutan adalah
efektif. Akan tetapi jika dilhat dari data buku register pelanggaran lalu lintas di Pengadilan
Negeri klas 1B Maros yang tidak menunjukkan makin tingginya jumlah berkas yang masuk
tiap tahunnya maka tidak sesuai dengan harapan atau yang tidak dikehendaki oleh hukum





Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kelengkapan kendaraan
bermotor dalam  berlalu lintas di Maros yaitu karena kurangnya kesadaran
dari masyarakat meski sudah tahu aturannya, meskipun pihak yang
berkewajiban atas ini (kepolisian) sudah sering melakukan sosialisasi
tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan aman bagi pengendara
kendaraan bermotor serta menggelar operasi patuh untuk menciptakan
keamanan, keselamatan, ketertiban,  dan kelancaran berlalu lintas. Alasan
lainnya karena banyaknya masyarakat telah mengetahui aturan-aturan tata
tertib berlalu lintas tapi tetap saja bertindak sesuka hatinya dan
mengabaikan aturan tersebut.
2. Keefektifan penjatuhan putusan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran
kelengkapan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di Pengadilan
Negeri Klas 1B Maros dari tahun 2009-2011 masih dianggap belum efektif
karena berdasarkan data buku register pelanggaran lalu lintas di
Pengadilan Negeri klas 1B Maros yang menunjukkan makin tingginya
jumlah berkas yang masuk tiap tahunnya maka tidak sesuai dengan




Berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas selanjutnya diajukan saran
yang dapat dijadikan bahan masukan untuk penegakan sanksi pidana denda
terhadap pelanggaran lalu lintas di Maros khususnya pada saat di lapangan ketika
pemberian surat tilang terhadap pelanggarnya, karena biasanya sering terjadi
istilah atur damai di tempat antara pihak kepolisian dengan pihak yang melakukan
pelanggaran seperti memberikan uang sekedar hanya untuk tidak mendapatkan
surat tilang sehingga dengan hal ini membuat masyarakat merasa masa bodoh
untuk tertib berlalu lintas dan bilamana sanksi pidana denda tidak dijalankan
dengan tegas sesuai tuntutan undang-undang atau nominal denda/rupiahnya sangat
rendah sementara di dalam undang-undang harus membayar denda yang cukup
tinggi atau dengan kata lain tidak membayar denda sesuai dengan undang-undang
yang telah ditetapkan. Maka menurut penulis akan besar kemungkinan pelanggar
tidak mendapatkan efek jera karena sanksinya dapat dibuat ringan oleh aparat dan
apabila hal ini terjadi dapat menurunkan pendapatan negara melalui sanksi pidana
denda sehingga pendapatan negara tidak akan maksimal, jadi penulis
mengharapkan adanya ketegasan serta sanksi terhadap aparat dan pelaku
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